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PENGELOLAAN SAMPAH SOLO: Petugas mengendarai motor untuk membuang sampah di Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/5). Pemkot Solo mem-
buka peluang kerja sama pengelolaan sampah dengan wilayah Soloraya dan daerah lainnya termasuk
DIY, menyusul akan beroperasinya PLTSa Putri Cempo pada akhir tahun 2022 yang membutuhkan ba-
han baku sampah untuk pembangkit listrik tersebut.

Penderita Hipertensi Terus Meningkat

KEMENKES UNGKAP

DIIKUTI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
Seleksi Beasiswa Santri Berprestasi

JAKARTA (KR) - Akses beasiswa
santri berprestasi kini juga terbuka untuk
anak-anak berkebutuhan khusus atau
penyandang disabilitas. Tahun ini, seti-
daknya ada empat santri disabilitas yang
ikut ambil bagian dalam seleksi Program
Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) yang
digelar Kementerian Agama (Kemanag).

Mereka berasal dari pesantren Raudla-
tul Makfufin Serpong Tangerang Selatan.
Keempatnya, kemarin mengikuti Compu-
ter Assested Test (CAT) PBSB Kemenag
untuk jenjang Strata Satu (S1).

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,
Muhammad Ali Ramdhani, mengatakan,
keikutsertaan santri berkebutuhan khu-
sus dalam CAT PBSB ini, merupakan ben-
tuk implementasi UU No 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas dan PP
No 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi
Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyan-
dang Disabilitas.

"Para santri disabilitas tersebut kita
fasilitasi dengan semestinya dan kita pe-
nuhi hak-haknya untuk mengikuti seleksi
PBSB agar mereka dapat memperoleh ak-
ses pendididikan yang diinginkan," ujar
Ramdhani, Kamis (12/5).

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pon-
dok Pesantren, Waryono Abdul Ghofur
berharap, keikutsertaan santri berke-
butuhan khusus pada seleksi PBSB bisa
lebih meningkat di tahun mendatang, se-
kaligus menjadi motivasi bagi santri lain-
nya. "Pesantren Raudlatul Makfufin yang
diasuh Kiai Rokhman masuk dalam pro-
gram Pengembangan Pesantren Iklusif bi-
naan Kemenag. Pesantren ini memiliki
santri berkebutuhan khusus tuna netra
yang dalam kesehariannya diajarkan
pendidikan agama dan umum," terang
Waryono.

Sekretaris Pokja Pendidikan Inklusi
Kemenag Sakdiyah, saat memonitoring
pelaksanaan tes CAT PBSB mengaku ke-
siapan santri menggunakan android cu-
kup baik. Pesantren juga memberikan
pembelajaran berbasis TIK, sehingga ti-
dak ada kendala yang berarti dalam
mengikuti tes CAT ini.

"Meski para santri hanya boleh menggu-
nakan android sekali dalam sepekan, na-
mun dalam pembelajaran sehari-hari
santri menggunakan komputer bicara de-
ngan screen reader," jelas Sakdiyah.

(Ati)-d

MENKO PMK:

Indonesia Sudah Menuju Endemi

JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator Bidang Pemba-
ngunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Mu-

hadjir Effendy menyatakan, Indonesia sudah mulai mela-

JAKARTA (KR) - Kementerian Kesehatan (Kemen-
kes) menyampaikan bahwa penderita hipertensi seba-
gai salah satu penyakit tidak menular (PTM) terus me-

ningkat di Indonesia.

"Prevalensi hipertensi terus me-
ningkat dari tahun ke tahun.
Hipertensi di Indonesia sebesar
34,1 persen tahun 2018, dengan
prevalensi tertinggi di Kali-
mantan Selatan sebesar 44,3
persen dan terendah di Provinsi
Papua sebesar 22,2 persen," ujar
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular (P2PTM)
Kemenkes Elvieda Sariwati da-
lam Peringatan Hari Hipertensi
Dunia yang diikuti di Jakarta,
Kamis (12/5).

Elvieda Sariwati mengungkap-

kan, berdasarkan hasil survei
hanya tiga dari 10 penderita pe-
nyakit tidak menular yang terde-
teksi, selebihnya tidak menge-
tahui bahwa dirinya sakit. "Hal
itu karena penyakit tidak menu-
lar tidak ada gejala dan tanda
sampai terjadi komplikasi," tu-
turnya.

Kondisi itu, lanjutnya, menye-
babkan pasien datang ke rumah
sakit dalam kondisi teridentifikasi
memiliki penyakit jantung dan
lainnya. Dari tiga penderita pe-
nyakit tidak menular yang terde-
teksi tersebut, ia menambahkan,

hanya satu orang yang berobat
teratur.

Menurut Elvieda, berdasarkan
data Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) Kemenkes 2018 me-
nunjukkan sebesar 8,8 persen
penderita hipertensi yang terdiag-
nosis dan hanya 50 persen yang
minum obat secara teratur.

Ia menyampaikan, hal itu
didukung data Program Indonesia
Sehat dengan Pendekatan Ke-
luarga (PIS-PK) tahun 2022, pen-
derita hipertensi yang berobat se-
cara teratur sebesar 27,5 persen.
"Alasan tidak minum obat teratur
adalah karena merasa sehat,
hipertensi memang tidak berge-
jala, kalau dibiarkan saja lama-
lama bisa terjadi komplikasi,
yakni bisa stroke, jantung dan
lainnya," tuturnya.

DIEVALUASI TIAP 3 BULAN

5 Penjabat Gubernur Dilantik

JAKARTA (KR) - Menteri Dalam
Negeri Tito Karnavian melantik lima
penjabat gubernur untuk menggan-
tikan kepala daerah yang masa ja-
batannya habis, Kamis (12/5) di Ja-
karta. "Sesuai Undang Undang, ke-
kosongan diisi oleh penjabat, sya-
ratnya Pejabat Tinggi Madya setara
Eselon 1," kata Tito Karnavian.

Lima penjabat yang dilantik yakni
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi
Kawasan Perbatasan di Badan Na-
sional Pengelolaan Perbatasan
(BNPP) Paulus Waterpauw sebagai
Pj Gubernur Papua Barat, Sekretaris
Daerah Banten Al Muktabar sebagai
Pj Gubernur Banten, dan Direktur
Jenderal Otonomi Daerah Kemen-
dagri Akmal Malik sebagai Pj Gu-
bernur Sulawesi Barat.

Selain itu, Direktur Jenderal Mine-
ral dan Batubara Kementerian Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Ridwan Jamaludin sebagai Pj Gu-
bernur Bangka Belitung, dan Staf
Ahli Bidang Budaya Sportivitas Men-
teri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
Hamka Hendra Noer sebagai Pj
Gubernur Gorontalo.

Tito mengatakan, pemilihan penja-

Ketua Perhimpunan Dokter
Hipertensi Indonesia Erwinanto
mengatakan, penyakit yang ber-
hubungan dengan hipertensi di
tingkat masyarakat cukup meng-
habiskan biaya penyakit katas-
tropik yang besar. "Itu harus di-
hindari dengan cara menurunkan
tekanan darah pada pasien yang
sudah hipertensi," ujarnya.

Ia memaparkan, salah satu
cara mengendalikan tekanan da-
rah bagi yang sudah hipertensi
yakni dengan mengubah gaya
hidup sehat dengan atau tanpa
terapi obat.

"Batasi garam sedapat mung-
kin, kurangi konsumsi alkohol.
Lalu olahraga teratur minimal 30
menit perhari dan sedapat
mungkin tiap hari," tuturnya.

(Ant/San)-f

kukan transisi dari pandemi menuju fase endemi. Hal itu
didasari beberapa indikator dan dari data-data yang ada.
"Intinya pokoknya dilihat dari angka kasus aktif, positivi-
ty rate, tingkat okupansi rumah sakit, kemudian angka
kematian sekarang sudah ada tanda-tanda bukan ter-
tinggi dari penyakit yang ada," ujar Menko PMK di
Kantor Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).

Muhadjir menyatakan, berdasarkan survey internal
yang dilakukan Kemenko PMK di 18 rumah sakit di DKI
Jakarta pada Februari 2022, saat ini angka kematian
akibat Covid-19 di Indonesia telah turun di peringkat ke-
14. "Yang paling tinggi kematian itu kanker, kemudian
pneumonia, peneumonia nonspesifik, dan sekarang Co-
vid-19 yang meninggal sudah di ranking 14. Jadi sudah
bukan lagi ancaman," ucapnya.

Meskipun memang kasus Covid-19 sudah semakin
membaik, Menko PMK meminta masyarakat untuk te-
tap waspada dan berhati-hati. Mengingat kasus mening-
gal dan yang terjangkit juga masih ada.

"Tetapi dilihat dari beberapa indikator itu kita sebetul-
nya de facto (secara fakta) sudah menuju ke endemi," im-
buhnya. (Ati)-f

KPK SOAL PENJABAT KEPALLA DAERAH

Harus Miliki Kapasitas dan Integritas Tinggi

bat gubernur tersebut telah sesuai
aturan yang berlaku, yakni UU No-
mor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
dan UU Nomor 23 Tahun 2014 ten-
tang Pemerintahan Daerah. "Sesuai
UU juga jabatan penjabat berlang-
sung paling lama satu tahun dan da-
pat diperpanjang dengan orang yang
sama atau orang yang berbeda,"
ujarnya.

Penjabat gubernur di tahun beri-
kutnya akan ditentukan setelah meli-
hat hasil evaluasi dari penjabat yang
ditunjuk saat ini. Mendagri meng-
ingatkan seluruh penjabat gubernur
melaksanakan tugas dengan sebaik-
baiknya, menjalin komunikasi de-
ngan Pemerintah Pusat, Forum Koor-
dinasi Pimpinan Daerah, Pemerintah
Kabupaten, Pemerintah Kota dan
masyarakat.

Menurut Mendagri, penjabat gu-
bernur yang telah dilantik akan
dievaluasi kinerja mereka setiap tiga
bulan. "Tiga bulan sekali, sesuai UU
para penjabat ini harus membuat la-
poran pelaksanaan tugas dan kemu-
dian dari situ kita bisa melakukan
evaluasi apakah performanya bagus
atau tidak," kata Mendagri.

IMPLEMENTASI DBON

Kemudian, lanjutnya, dalam wak-
tu satu tahun masa jabatan, para
penjabat yang telah ditunjuk bisa
diperpanjang dengan orang yang
sama atau bisa juga diganti dengan
orang yang berbeda, tergantung ba-
gaimana Kinerja performa mereka.

Mendagri mengatakan, Presiden
telah mengamanatkan agar para
penjabat bekerja dengan profesional.
"Termasuk mendukung Program-pro-
gram Strategis Nasional dan perma-
salahan-permasalahan lokal yang
ada di daerah masing-masing menja-
di prioritas betul-betul bisa diselesai-
kan," ucapnya.

Mendagri mengatakan, kelima
penjabat terpilih sudah melalui me-
kanisme yang telah diatur. Para
penjabat sebelum dipilih juga sudah
melewati penjaringan dan masukan
dari kementerian/lembaga dan tokoh
masyarakat. "Seperti Paulus Water-
pauw merupakan usulan dari Majelis
Rakyat Papua Barat dan beberapa
tokoh yang lain. Kemudian juga dari
kementerian lain, masukan Kemen-
terian ESDM, Kemenpora, ada juga
mendengarkan aspirasi lokal seperti
Sekda," ujarnya. (Ant/San)-f

Daerah Wajib Sediakan Sarana Olahraga

JAKARTA (KR) - Menteri Dalam
Negeri Tito Karnavian mengatakan,
penyediaan sarana olahraga akan
menjadi program wajib para kepala
daerah. "Dalam rapat tadi Bapak
Wapres menyarankan untuk menjadi
program wajib. Dengan program wa-
jib, maka otomatis anggaran dibuat
programnya, dan itu akan meliputi
pembangunan sarana dan prasarana
olahraga, pembinaan olahraga di se-
kolah-sekolah, pembuatan event-
event olahraga dan lain-lain," kata
Mendagri di Istana Wakil Presiden,
Jakarta, Kamis (12/5).

Mendagri menyampaikan hal ter-
sebut setelah menghadiri Rapat
Pelaksanaan Desain Besar Olahraga
Nasional (DBON) yang dipimpin
Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Olahraga saat ini termasuk satu
dari 18 urusan pilihan. Jadi karena
tidak menjadi wajib, maka kita sa-
ngat tergantung passion kepala da-
erah masing-masing. Kepala daerah-

nya suka olahraga, ya mengem-
bangkan olahraga, jadi program yang
diutamakan, masuk prioritas, ang-
garannya pun jadi besar, prasarana
dan sarananya dibangun," katanya.
Namun, kata Mendagri, dengan be-
ragamnya karakter masyarakat, bu-
daya, geografi Indonesia, maka pro-
gram-program olahraga unggulan
harus sesuai dengan karakter sosial
dan budaya masyarakat. "Misalnya
daerah-daerah pegunungan di Papua
itu, mereka memiliki gen yang ter-
bentuk ribuan tahun karena keting-
gian, udara tipis, oksigen tipis, jan-
tungnya lebih tebal. Nah sebetulnya
kita punya potensi itu. Paralayang
misalnya atau daerah-daerah perair-
an fokus pada olahraga perairan,
laut, diving, olahraga air, sedangkan
yang di urban, seperti Jakarta, misal-
nya olahraga ketangkasan," ujar Tito.
Dengan desain yang disesuaikan
kondisi geografi masing-masing da-
erah, Tito menyebut para kepala da-

erah bisa lebih fokus. "Tapi tidak
mengunci mereka pada cabang itu sa-
ja, cabang lainnya kalau mau di-
kembangkan bisa dikembangkan.
Dengan demikian adanya program
anggaran yang diwajibkan otomatis
daerah bisa melahirkan atlet-atlet
yang bisa bertanding di tataran na-
sional dan internasional," ucap Tito.
Berdasarkan Perpres No 86 Tahun
2021 tentang DBON, Wapres Ma'ruf
Amin menjadi Ketua Tim Koordinasi
Pusat Desain Besar Olahraga Nasio-
nal (DBON). DBON menjadi rencana
induk yang berisikan arah kebijakan
pembinaan dan pengembangan keo-
lahragaan nasional yang dilakukan
secara efektif, efisien, unggul, ter-
ukur, sistematis, akuntabel dan ber-
kelanjutan dalam lingkup olahraga
pendidikan, olahraga rekreasi, olah-
raga prestasi dan industri olahraga.
DBON meliputi olahraga rekreasi,
pendidikan, prestasi dan industri
olahraga. (Ant/San)-f

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) mengharapkan
penjabat kepala daerah memiliki kapasi-
tas, kompetensi, dan integritas tinggi.
"Dengan demikian, mereka dapat menja-
lankan tata kelola pemerintahan yang
bersih demi memajukan daerah yang di-
pimpinnya," kata Plt Juru Bicara KPK
Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding
melalui keterangannya di Jakarta,
Kamis (12/5).

Sejak awal, kata Ipi Maryati, KPK
mengingatkan pentingnya transparansi
dan akuntabilitas dalam penunjukan pen-
jabat kepala daerah untuk menghindari
potensi korupsi, praktik transaksional,
maupun kepentingan politik demi menda-
patkan calon penjabat yang berkualitas
dan memenubhi kriteria.

"Pentingnya integritas yang mumpuni
juga mengingat bahwa para penjabat ke-
pala daerah memiliki kewenangan yang
sama dengan kepala daerah definitif dan
mereka akan memimpin daerah dalam
waktu yang relatif cukup lama sekitar
satu hingga dua tahun," kata Ipi.

Sebagai penjabat kepala daerah, kata
Ipi, tentu akan menerbitkan dan menja-
lankan sejumlah kebijakan strategis yang
berdampak pada jalannya pemerintahan

dan kesejahteraan masyarakat.

"Penjabat kepala daerah di antaranya
memiliki kewenangan untuk menyusun
dan mengajukan APBD, APBD Perubah-
an, hingga pertanggungjawaban pelaksa-
naan APBD kepada DPRD. Selain itu, ju-
ga mengelola sektor belanja daerah de-
ngan melakukan pengadaan barang dan
jasa," tuturnya.

Sebagaimana data penanganan perkara
KPK menunjukkan hingga Desember
2021, KPK telah menangani 170 perkara
kepala daerah yang terdiri 148 perkara
bupati/walikota dan 22 perkara gubernur.

Ipi mengungkapkan, titik rawan korup-
si dalam pemerintahan daerah dan juga
menjadi modus korupsi kepala daerah
tersebut, yaitu terkait dengan belanja dae-
rah yang meliputi pengadaan barang dan
jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan
bantuan sosial (bansos), pengelolaan aset,
hingga penempatan modal Pemda di
BUMD atau pihak ketiga.

Berikutnya, korupsi pada sektor peneri-
maan daerah mulai dari pajak dan retri-
busi daerah maupun pendapatan daerah
dari pusat, korupsi di sektor perizinan mu-
lai dari pemberian rekomendasi hingga
penerbitan perizinan dan benturan kepen-
tingan. (Ant/San)-f
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PENCEGAHAN WABAH PMK: Dokter hewan memeriksa kesehatan hewan
sapi di tempat peternakan, Desa Garung Lor, Kaliwungu, Kudus, Jawa
Tengah, Kamis (12/5). Pemeriksaan dari Dinas Pertanian dan Pangan
(Dispertan) setempat ke sejumlah peternakan sapi dan kambing itu guna
mencegah penyebaran wabah virus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada
hewan ternak yang sudah merebak di sejumlah daerah.



